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Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif yaitu mendeskripsikan objek, fenomena dan 
setting sosial dalam sebuah perencanaan strategi pembangunan. Data yang digunakan yaitu Data 
Sekunder yaitu data yang diperoleh dari tangan kedua atau sumber lain dan Data Primer yaitu data yang 
diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan para 
informan. Adapun tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mendeskripsikan Perencanaan 
Strategi Pembangunan Di Distrik Ninia Kabupaten Yahukimo. 
Berdasarkan hasil penelitan dapat di simpulkan bahwa Perencanaan Strategi Pembangunan oleh 
Kepala Distrik Ninia Kabupaten Yahukimo yaitu perencanaan pembangunan jangka pendek terdiri dari 
pembangunan insfrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan infrastruktur adalah 
perencanaan    Distrik     merupakan    suatu     kerangka    kerja pembangunan yang komperensif  dan 
sistematis dalam mencapai harapan yang dicita-citakan. Hasil perencanaan berupa pemikiran strategis 
dalam menggali   gagasan   dan   isu-isu   penting   yang   berpengaruh   terhadap pencapaian  visi  dan  
misi  pemerintahan  Distrik  dan  masyarakat.  Kebijakan strategis   yang  dituangkan   dalam   
perencanaan  Distrik   merupakan  arah perubahan   dan   orientasi   pembangunan   yang   perlu   
dilakukan   untuk mencapai   harapan  dan   kesejahteraan   masyarakat.   Dengan   demikian, kualitas  
dokumen  perencanaan  Distrik  sangat  ditentukan  seberapa  jauh dokumen perencanaan  dapat  
mengungkapkan  secara  sistematis  proses pemikiran strategis tersebut.  
Pemberdayaan masyarakat terdiri dari beberapa program pemberdayaan yang ada di Distrik Ninia 
yaitu pemberdayaan secara fisik seperti pembangunan infrastruktur: saluran air, jalan setapak, 
pemberian bantuan alat-alat penangkap ikan nelayan, sedangkan pemberdayaan secara non fisik 
meliputi penyuluhan-penyuluhan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat 
dalam melaksanakan mata pencahariannya yang sebagian besar sebagai nelayan. 
Program pemberdayaan masyarakat baik secara fisik dan non fisik yang ada di Distrik Ninia, 
sebagian besar masih menjadi program pemerintah Distrik Ninia dan Pemerintah Kabupaten Yahukimo, 
seperti program penyuluhan dan pemberian bantuan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten 
Yahukimo kepada masyarakat yang ada di Distrik Ninia.  
 
I. PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 
Strategi pembangunan yang terlalu sentralistik 
merupakan contoh ketidakpastian birokrasi masa 
lalu terhadap vanasi pembangunan masyarakat 
lokal dan kurang tanggap terhadap kepentingan 
dan kebutuhan akan masyarakat di tingkat desa 
Hal mi menyebabkan strategi dan spirit 
masyarakat untuk mengembangkan potensi lokal 
tidak dapat berkembang dengan wajar. 
Strategi memang telah lama menjadi penghias 
bibir para penjabat dan tingkat pusat sampai 
tingkat desa bahwa pembangunan dan kelestarian 
hasil pembangunan tidak akan berhasil bila tidak 
menyusun dennan strategi pembangunan. Namun 
konsep strategi yang digunakan oleh para pejabat 
jauh berbeda dengan konsep strategi yang 
sebenarnya. Strategi menurut pejabat hanya 
ditekankan dalam hal pembayaran pajak, 
pelaksanaan kebijakan yang telah dnecapkan oleh 
pemerintah, penerapan teknologi yang 
diperkenalkan atau mengkonsunisi produk dalam 
negeri serta kontribusi materi sang berupa ranah 
batu. semen, dan lain-lain. 
Perencanaan strategik merupakan suatu proses 
manajemen yang sistematis yang dapat diartikan 
sebagai suatu proses pengambilan keputusan atas 
program-program yang akan dilaksanakan oleh 
organisasi dan perkiraan jumlah sumber daya yang 
akan dialokasikan dalam setiap program selama 
beberapa tahun ke depan perencanaan strategik 
menempati posisi yang krusial, karena menentukan 
kekomprehensifan, kekoherenan, dan 
keseimbangan rencana jangka panjang dan rencana 
jangka pendek yang dihasilkan oleh organisasi. 
Distrik sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah 
(SKPD) menyusun/ memiliki/ mempunyai : 
Rencana Strategis (renstra) pembangunan Distrik 
sebagai satu dokumen perencanaan pembangunan 
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Distrik dalam jangka waktu lima tahunan atau 
jangka menengah.   
Dari latar belakang di atas maka penulis 
mengangkat judul skripsi yakni “Perencanaan 
Strategi Pembangunan Di Distrik Ninia 
Kabupaten Yahukimo” untuk mengetahui 
pelaksanaan rencana kerja daerah tersebut diatas. 
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilihat 
masalah yang ada dalam penulisan ini adalah 
Bagaimana perencanaan Strategi Pembangunan Di 
Distrik Ninia Kabupaten Yahukimo? 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
perencanaan strategi pembangunan di Distrik 
Ninia Kabupaten Yahukimo. 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
A. Landasan Teori 
1. Definisi Perencanaan 
Istilah perencanaan (planning), selama ini 
dikenal sebagai salah satu fungsi manajemen, 
disamping fungsi lain seperti pengorganisasian 
(organizing), penggerakkan (actuating), dan 
pengawasan (controlling) (Terry, 2000). Bahkan, 
perencanaan merupakan fungsi yang pertama dan 
utama dalam setiap aktivitas manajemen. Di dalam 
perencanaan, terkandung rumusan mengenai 
tujuan-tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, 
pendayagunaan segenap sumber daya, baik 
manusia maupun materiil (human and material 
resources) serta waktu (time). Sebagai fungsi 
utama, maka seluruh kegiatan manajemen tidak 
akan terlepas dari perencanaan. Keberhasilan 
aktivitas organisasi ditentukan oleh bagaimana 
perencanaan itu disusun. 
Untuk mengatasi ketidaksinkronan 
perencanaan pembangunan daerah dan di daerah, 
Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional (SPPN). UU ini 
diharapkan dapat memberi acuan mengenai 
penyusunan pembangunan nasional secara 
hirarkhis dan berkelanjutan dalam rangka 
mencapai tujuan nasional sebagaimana disebutkan 
dalam tujuan sistem perencanaan pembangunan 
nasional yang diatur dalam Bab II Pasal 2 Undang-
undang Nomor 25 Tahun 2004 antara lain untuk :  
1.  Mendukung koordinasi antar pelaku 
pembangunan;  
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, 
dan sinergi baik antardaerah, antarruang, 
antarwaktu, antarfungsi pemerintah, maupun 
antara pusat dan daerah;  
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara 
perencanaan, penganggaran,  pelaksanaan dan 
pengawasan;  
4.  Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dan  
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya 
secara efisien, efektif, berkeadilan, dan 
berkelanjutan.  
Berkaca pada hal di atas, maka Undang-
undang Nomor 32 Tahun 2004 mengamanatkan 
pentingnya sinkronisasi perencanaan 
pembangunan dari pusat sampai ke daerah 
sebagaimana disebutkan pada Pasal 150 bahwa 
“Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan 
daerah, disusun perencanaan pembangunan daerah 
sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan 
pembangunan nasional”. Artinya perencanaan 
pembangunan yang dibuat oleh daerah otonom 
harus mengacu pada perencanaan pembangunan 
nasional.  
2. Konsep Pembangunan 
Todaro (2000:18), menyatakan bahwa pem-
bangunan bukan hanya fenomena semata, namun 
pada akhirnya pembangunan tersebut harus 
melampaui sisi materi dan keuangan dari 
kehidupan manusia. Todaro (2000:20), 
mendefinisikan pembangunan merupakan suatu 
proses multidimensial yang meliputi perubahan-
perubahan struktur sosial, sikap masyarakat, 
lembaga-lembaga nasional, sekaligus peningkatan 
pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan 
dan pemberantasan kemiskinan. Menurut Todaro 
(2000:21), definisi di atas memberikan beberapa 
implikasi bahwa:  
1. Pembangunan bukan hanya diarahkan untuk 
peningkatan income, tetapi juga pemerataan. 
2. Pembangunan juga harus memperhatikan aspek 
kemanusiaan, seperti peningkatan:  
a. Life sustenance : Kemampuan untuk 
memenuhi kebutuhan dasar.  
b. Self-Esteem : Kemampuan untuk menjadi 
orang yang utuh yang memiliki harga diri, 
bernilai, dan tidak “diisap” orang lain.  
c. Freedom From Survitude : Kemampuan 
untuk melakukan berbagai pilihan dalam 
hidup, yang tentunya tidak merugikan orang 
lain.  
Konsep dasar di atas telah melahirkan beber-
apa arti pembangunan yang sekarang ini menjadi 
popular (Todaro, 2000:24), yaitu:  
1. Capacity, hal ini menyangkut aspek 
kemampuan meningkatkan income atau 
produktifitas. 
2. Equity, hal ini menyangkut pengurangan 
kesenjangan antara berbagai lapisan 
masyarakat dan daerah. 
3. Empowerment, hal ini menyangkut 
pemberdayaan masyarakat agar dapat menjadi 
aktif dalam memperjuangkan nasibnya dan 
sesamanya. 
4. Suistanable, hal ini menyangkut usaha untuk 
menjaga kelestarian pembangunan.  
3. Ciri-Ciri Pembangunan 
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Pembangunan desa dengan berbagai 
masalahnya merupakan pembangunan yang 
berlangsung menyentuh kepentingan bersama. 
Dengan demikian desa merupakan titik sentral dari 
pembangunan nasional Indonesia. Oleh karena itu, 
pembangunan desa tidak mungkin bisa 
dilaksanakan oleh satu pihak saja, tetapi harus 
melalui koordinasi dengan pihak lain baik dengan 
pemerintah maupun masyarakat secara 
keseluruhan. Dalam merealisasikan pembangunan 
desa agar sesuai dengan apa yang diharapkan perlu 
memperhatikan beberapa pendekatan dengan ciri-
ciri khusus yang sekaligus merupakan identitas 
pembangunan desa itu sendiri, seperti yang 
dikemukakan oleh Kansil, (2003:251) yaitu :  
1. Komprehensif multi sektoral yang meliputi 
berbagai aspek, baik kesejahteraan maupun as-
pek keamanan dengan mekanisme dan sistem 
pelaksanaan yang terpadu antar berbagai keg-
iatan pemerintaha dan masyarakat. 
2. Perpaduan sasaran sektoral dengan regional 
dengan kebutuhan essensial kegiatan masyara-
kat. 
3. Pemerataan dan penyebarluasan pembangunan 
keseluruhan pedesaan termasuk desa-desa di 
wilayah kelurahan. 
4. Satu kesatuan pola dengan pembangunan na-
sional dan regional dan daerah pedesaan dan 
daerah perkotaan serta antara daerah pengem-
bangan wilayah sedang dan kecil. 
5. Menggerakan partisipasi, prakaras dan swadaya 
gotong royong masyarakat serta mendinamisir 
unsur-unsur kepribadian dengan teknologi tepat 
waktu.  
Tahap-tahap di dalam merumuskan strategi 
pengembangan distrik adalah sebagai berikut: 
4. Analisis Faktor Internal dan Faktor Eksternal 
Proses perumusan strategi dirancang untuk 
mengarahkan para pelaku strategi pembangunan, 
khususnya pemerintah distrik dalam mencapai 
tujuan. Penentuan strategi yang cocok atau tepat 
harus dimulai dengan mengidentifikasi, 
menganalisis dan mendiagnosa kesempatan-
kesempatan dan resiko-resiko yang ada dalam 
lingkungan. Ini penting agar pemerinta mampu 
menghadapi situasi dan kondisi lingkungan yang 
selalu berubah-ubah dimana strategi pembangunan 
tersebut dilakukan. Suatu perubahan lingkungan 
dapat merupakan suatu peluang bagi peningkatan 
strategi pembangunan maupun ancaman bila 
pemerintah tidak mampu menyesuaikan kegiatan 
strategi pembangunannya, oleh sebab itu 
pemerintah dituntut untuk selalu bersikap tanggap 
dan adaptif, selalu mengikuti dan menyesuaikan 
diri dengan keadaan lingkungan. 
B. Variabel Dan Indikator Penelitian 
Penelitian ini merupakan penelitian dengan 
variable tunggal tentang perencanaan strategis 
pembangunan, dengan indicator mengacu pada 
teori tentang bidang-bidang pembangunan yaitu 
bidang infrastruktur dan bidang pemberdayaan 
masyarakat.  
 




III. Metode Penelitian 
A. Tipe Dan Dasar Penelitian 
1. Tipe Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung 
menggunakan analisis induktif. Proses dan makna 
(perspektif subyek) lebih ditonjolkan dalam 
penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan 
sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai 
dengan fakta di lapangan. Selain itu landasan teori 
juga bermanfaat untuk memberikan gambaran 
umum tentang latar penelitian dan sebagai bahan 
pembahasan hasil penelitian. 
2. Dasar Penelitian 
Dasar penelitian yang digunakan adalah studi 
kasus, yaitu penelitian yang melihat objek 
penelitian sebagai kesatuan integrasi, yang 
penelaahannya kepada satu kasus dan dilakukan 
secara intensif, mendalam, mendetail, dan 
komprehensif. Tipe penelitian ini menggunakan 
penelitian deskriptif yaitu menggambarkan 
berbagai kondisi, situasi, dan variabel yang 
menjadi objek penelitian. 
B. Informan Penelitian 
1. Kepala Distrik Ninia Kabupaten Yahukimo  
2. Sekretaris Distrik Ninia Kabupaten Yahukimo 
3. Kepala Tata Usaha Distrik Ninia Kabupaten 
Yahukimo 
4. Bidang Pembangunan 
5. Bidang Perencanaan 
6. Staf pegawai Distrik Ninia Kabupaten 
Yahukimo 
C. Instrumen Pengumpulan Data 
1. Observasi, yaitu melakukan pengamatan 
langsung pada objek yang bersangkutan, yaitu 
pengamatan pencatatan yang sistematis 
Perencanaan Distrik 
Perencanaan Jangka Pendek : 
➢ Bidang Infrastruktur 




terhadap gejala-gejala yang diteliti (Husaini 
Usman: 2006). 
2. Interview, yaitu percakapan dengan maksud 
tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu 
pewawancara (interviewer) yang mengajukan 
pertanyaan dan diwawancarai (interviewe) 
yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu 
(Moleong, 2006;186). 
3. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang 
dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun 
informasi yang relevan dengan topik atau 
masalah yang akan atau sedang diteliti. 
Informasi itu dapat diperoleh dari buku-buku 
ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan 
ilmiah, skripsi, tesis dan disertasi, peraturan-
peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, 
ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik 
tercetak maupun elektronik 
D. Teknik Analisa dan Pengukuran 
Analisis data dalam penelitian ini secara 
teknis menggunakan cara sebagai berikut :  
1.  Reduksi data yaitu dengan cara memilih dan 
mengelompokkan data yang terkumpul 
berdasarkan kemiripan data, baik data yang 
berasal dari wawancara dengan responden, 
berasal dari pengamatan, maupun data dari 
dokumen yang ada. Setelah itu data 
diorganisasikan untuk mendapatkan simpulan 
data sebagai bahan penyajian data.  
2.  Penyajian data yaitu menyajikan data dalam 
uraian naratif yang disertai dengan bagan dan 
tabel untuk memperjelas data.  
3. Penarikan kesimpulan yaitu melakukan 
penarikan kesimpulan atau Verifikasi serta 
interaksi dari ketiga komponen tersebut.  
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Secara umum pendekatan adalah suatu teknik 
dan cara yang dilakukan oleh seseorang atau 
lembaga dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan. 
Teknik dan caratersebut dan harus diikuti oleh 
semua pihak dalam suatu pekerjaan karena 
berkenaan dengan sistem dan prosedur yang telah 
disepakati bersama. Pendekatan berkenaan pula 
dengan implementasi penetapan tujuan, sistem dan 
pengembangan sebuah pekerjaan, pendekatan yang 
dapat digunakan dalam pemberdayaan masyarakat.  
1. Pemberdayaan Masyarakat. 
Pendekatan partisipatif berorientasi pada 
pendekatan dalam memberdayakanmasyarakat 
secara aktif dalam berpartisipasi secara sadar 
dalam mengembangkan mengupayakan diri secara 
sadar sehingga dapat memenuhi kebutuhannya 
melalui pengetahuan dan keterampilan. Sesuai 
dengan hasil penelitian kepala Distrik Ninia pada 
prinsipnya telah menggunakan perannya untuk 
menggerakkan partisipasi masyarakat, seperti pada 
hasil wawancara yang peneliti peroleh bahwa 
dalam pelaksanaan pembangunan,kepala Distrik 
Ninia menggerakkan partisipasi warga untuk dapat 
bergotong royong melaksanakan pekerjaan 
pembangunan, hal ini memungkinkan mengingat 
warga Distrik Ninia Amisangi Distrik Ninia Ukha 
sebagian besar memiliki keahlian sebagai pekerja 
bangunan sehingga tidak diperlukan biaya 
tambahan untuk biaya jasa tukang, masyarakat 
Distrik Ninia pula turut antusias membantu 
pekerjaan pembangunan tersebut.  
Pendekatan kesejahteraan merupakan 
pendekatan pemberdayaan masyarakatdengan 
memperhatikan berbagai upaya yang dilakukan 
difokuskan danditujukan untuk kesejahteraan 
masyarakat. Oleh karena itu dalam pendekatanini 
masyarakat menjadi indikator utama dalam 
pemberdayaan.Sesuai dengan hasil penelitian 
pemberdayaan masyarakat berdasarkan pendekatan 
kesejahteraan ini masih dapat dikategorikan relatif, 
karena tidak semua masyarakat yang menjadi 
sasaran pemberdayaan seperti pemberian bantuan 
untuk nelayan tidak seratus persen meningkat 
kesejahteraannya, berdasarkan hasil wawancara 
hal ini lebih disebabkan oleh kecakapan dan faktor 
individu masyarakat itu sendiri, seperti ada 
beberapa masyarakat Distrik Ninia berdasarkan 
hasil observasi peneliti kurang memiliki etos kerja 
untuk dapat meningkatkan kesejahteraannya 
seperti menunda-nuda waktu untuk melaut, 
sehingga dapat diasumsikan bahwa dalam 
pendekatan kesejahteraan melalui pemberdayaan 
belum epenuhnya dapat meningkatkan taraf hidup 
masyarakat itu sendiri. 
Pendekatan-pendekatan pembedayaaan tidak 
terlepas dari tujuan utamanya yaitu untuk 
meningkatkan taraf hidup masyarakat sesuai yang 
diharapkan yaitu kesejahteraanmasyarakat secara 
adil dan merata.Terdapat beberapa hal yang dapat 
menjadi penentu keberhasilanperanan kepala 
Distrik Ninia dalam pemberdayaan masyarakat 
Distrik Ninia yaitu faktor pendukung dan faktor 
penghambat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat 
sebagai berikut:Keturunan bagi masyarakat Distrik 
Ninia merupakanhal yang perlu diperhatikan jika 
hendak melaksanakan perannya sebagai seorang 
kepala Distrik Ninia, karena di dalam masyarakat 
Distrik Ninia masih terdapat sekelompok 
masyarakat yang senantiasa mempertahankan 
nilai-nilai dan norma-norma masyarakat yang 
masih sangat kentalhal ini turut terjadi di Distrik 
Ninia, keturunan yang dimaksud di sini adalah 
karena nenek moyangnya, orang tuanya, bahkan 
keluarganya pada zaman dahulu memiliki posisi 
dan fungsi tertentu dalam masyarakat sehingga ia 
memperoleh pengakuan masyarakat akan 
keberdaannya dalam masyarakat secara turun 
temurun walaupun telah terjadi pergeseran nilai-
nilai tapi dikalangan masyakat Distrik Ninia masih 
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diakui sebagai tokoh, sebagai panutan yang 
mempunyai pengaruh secara kharismatik.  
Masyarakat di Distrik Ninia sendiri masih 
menjunjung tinggi nilai dan norma-norma yang 
sifatnya turun temurun yang ada dalam 
masyarakat. Walaupun masyarakat Distrik Ninia 
sudah mengalami pergeseran budaya dan kultur, 
namun ada nilai-nilai dan norma-norma tertentu 
yang masih sangat dijaga oleh warga Distrik Ninia 
yang sifatnya bermanfaat bagi masyarakat sendiri. 
Oleh karena itu, dalam menjalankan perananya 
sebagai seorang kepala Distrik Ninia dalam 
kehidupan sehari-hari maka faktor keturunan 
sangat diperhatikan. Untuk menopang 
kedudukannya sebagai pemimpin, maka kepala 
Distrik Ninia haruslah memiliki wibawa baik 
terhadap bawahannya maupun dimata 
masyarakatnya. Namun bukan berarti kewibawaan 
harus membatasi diri terhadap masyarakat, tetapi 
bagaimana memberi pandangan kepada 
masyarakat bahwa sebagai seorang pemimpin 
iaharus memiliki wibawa kepada masyarakat 
bahwa sebagai seorang pemimpin ia harus 
memiliki wibawa. Kewibawaan dapat diartikan 
sebagai kekuatan yang memancar dalam diri 
seseorang karena kelebihan yang dimilikinya 
sehingga mendatangkan kepatuhan tanpa paksaan 
kepadanya.  
Kepala Distrik Ninia dalam mengambil 
sebuah kebijakan, beliau juga melihat dari 
berbagai aspek kehidupan dan sudut pandang 
sehingga keputusan yang dia ambil pun bijaksana 
demi terwujudnya tujuan bersama maka secara 
tidak langsung kewibawaan tersebut akan 
terpancar dalam diri seorang pemimpin 
tersebut.Tidak hanya dalam mengambil keputusan 
kewibawaan seorang pemimpin dapat terlihat, 
tetapi dapat juga bagaimana seorang pemimpin 
dapat mengendalikan dirinya terutama dalam 
mengendalikan emosinya dalam menyelesaikan 
suatu masalah. Jadi, apabila seorang pemimpin 
dapat melalui suatu proses dari mengendalikan diri 
sendiri hingga dapat mengendalikan orang lain 
demi terwujudnya suatu keputusan bersama maka 
bisa dikatakan pemimpin tersebut telah 
menggunakan kekuasaannya dengan baik dan dia 
memiliki suatu kewibawaan yang secara langsung 
maupun tidak langsung berpengaruh terhadap 
orang yang dipimpin. 
2. Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan. 
Pendekatan ini beroritentasi pada program-
program pembangunan yang ditetapkan oleh 
pemerintah yang bersifat jangka pendek, 
menengah danjangka panjang. Pendekatan 
pemberdayaan tersebut tergantung pada 
progamyang telah ditetapkan oleh pemerintah yang 
dilakukan secara berkelanjutan. 
Hasil penelitian pendekatan ini sudah dapat 
diterapakan secara khusus di Distrik Ninia, namun 
belum dapat berkesinambungan, karena program 
pembangunan dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, 
walaupun sumber pembiayaan berasal dari 
partisipasi masyarakat, namun tidak dapat 
mencukupi sampai rampung pembangunan 
tersebut, oleh karena itu dibutuhkan anggaran dari 
pemerintah, dalam hal ini pemerintah 
kabupaten.Berdasarkan beberapa pendapat di atas 
peneliti berpendapat bahwa setiapaparat 
pemerintah baik aparat pemerintah pusat maupun 
daerah memiliki strategidalam 
mengimplementasikan bentuk pemberdayaan 
masyarakat.  
Hal yang selanjutnya sebagai faktor penentu 
keberhasilan peranan kepala Distrik Ninia adalah 
kekuasaan yaitu kekuatan, legalitas, dan otoritas 
yang memberikan wewenang kepada pemimpin 
guna mempengaruhi dan menggerakkan bawahan 
untuk berbuat sesuatu. Tanpa kekuasaan 
bagaimana mungkin seorang pemimpin mampu 
menjalankan tugasnya karena hanya dengan 
kewenanganlah seseorang berhak memerintah 
orang lain. Beberapa hal dalamkekuasaan yakni: 
kekuasaan menghargai, yaitu kekuasaan yang 
diperoleh dari fakta bahwa seseorang dikenal 
sebagai pemberi pengaruh, mempunyai 
kemampuan untuk memberi imbalan orang lain, 
dikenal sebagai orang yang dipengaruhi, untuk 
melaksanakan perintah, yang mungkin dinyatakan 
atau tersirat, kekuasaan sah atau kekuasaan formal 
adalah kekuasaan yang ada ketika seorang 
bawahan atau orang yang dipengaruhi mengakui 
bahwa pemberi pengaruh “berhak” atau secara 
hukum boleh menggunakan pengaruh dalam kaitan 
tertentu, kekuasaan keahlian adalah berdasarkan 
pada keyakinan atau pengertian bahwa pemberi 
pengaruh mempunyai pengetahuan spesifik atau 
kepekaan relevan yang tidak dimiliki oleh orang 
yang dipengaruhi, dan kekuasaan rujukan adalah 
kekuasaan berdasarkan pada keinginan dari orang 
yang mempengaruhi untuk menjadi seperti atau 
menyamakan dirinya dengan pemberi 
pengaruh.Sedangkan yang menjadi penghambat 
dari keberhasilan kepala Distrik Ninia dalam 
melakukan pemberdayaan adalah sebagai 
pemimpin masyarakat maka sudah selayaknya 
apabila seseorang kepala Distrik Ninia mengetahui 
kondisi atau keadaan masyarakat yang sebenarnya. 
Sebab dengan mengetahui kondisi masyarakat 
yang sebenarnya maka dapat mengambil langkah-
langkah yang tepat dalam mengambil keputusan 
dan tindakan. Sebab bila pemimpin tidak 
mengetahui kondisi masyarakat maka akan 
menjadi suatu kesalah pahaman yang tidak dapat 




A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 
tentang perencanaan strategi pembangunan di 
Distrik Ninia Kabupaten Yahukimo, maka dapat di 
simpulan sebagai berikut : 
1. Pemberdayaan masyarakat terdiri dari beberapa 
program pemberdayaan yang ada di Distrik 
Ninia yaitu pemberdayaan secara fisik seperti 
pembangunan infrastruktur: saluran air, jalan 
setapak, pemberian bantuan alat-alat penangkap 
ikan nelayan, sedangkan pemberdayaan secara 
non fisik meliputi penyuluhan-penyuluhan 
dalam rangka peningkatan pengetahuan dan 
keterampilan masyarakat dalam melaksanakan 
mata pencahariannya yang sebagian besar 
sebagai nelayan, pembinaan generasi muda dan 
peningkatan gizi anak balita dan ibu hamil. 
Program pemberdayaan masyarakat baik secara 
fisik dan non fisik yang ada di Distrik Ninia, 
sebagian besar masih menjadi program 
pemerintah Distrik Ninia dan Pemerintah 
Kabupaten Yahukimo, seperti program 
penyuluhan dan pemberian bantuan yang 
dilakukan oleh Dinas Perikanan dan Kelautan, 
peningkatan gizi ibu hamiloleh dinas kesehatan 
melalui Puskesmas/Pustu yang ada di Distrik 
Ninia, dan PNPM yang menjadi program 
nasional, dimana anggarannya bukan berasal 
dari pemerintah Distrik Ninia, sedangkan 
program pemberdayaan yang berasai dari 
internal pemerintah Distrik Ninia hanyalah 
sebatas pada kegiatan pembangunan saluran 
air, jalan setapak, dan pembinaan generasi 
muda dimana anggaran yang dibutuhkan 
berasal dari APB Distrik Ninia yang bersumber 
dari ADD dan Dana Distrik Ninia. 
2. Pembangunan infrastruktur adalah perencanaan    
Distrik     merupakan    suatu     kerangka    
kerja pembangunan yang komperensif  dan 
sistematis dalam mencapai harapan yang dicita-
citakan. Hasil perencanaan berupa pemikiran 
strategis dalam menggali   gagasan   dan   isu-
isu   penting   yang   berpengaruh   terhadap 
pencapaian  visi  dan  misi  pemerintahan  
Distrik  dan  masyarakat.  Kebijakan strategis   
yang  dituangkan   dalam   perencanaan  Distrik   
merupakan  arah perubahan   dan   orientasi   
pembangunan   yang   perlu   dilakukan   untuk 
mencapai   harapan  dan   kesejahteraan   
masyarakat.   Dengan   demikian, kualitas  
dokumen  perencanaan  Distrik  sangat  
ditentukan  seberapa  jauh dokumen 
perencanaan  dapat  mengungkapkan  secara  
sistematis  proses pemikiran strategis tersebut.  
Bottom-up  Planning, perencanaan  dari  bawah  
yang  dimaksud  bahwa proses penyusunan 
rencana pembangunan Distrik harus 
memperhatikan dan mengakomodasikan 
kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Selain itu, 
juga menganut Top-down Planning, 
perencanaan dari atas yang dimaksud bahwa 
proses penyusunan rencana  pembangunan 
Distrik perlu bersinergi dengan rencana 
strategis di atasnya dan komitmen 
pemerintahan atasan berkaitan rencana 
pembangunan Distrik harus sinergi dengan arah 
dan kebijakan di tingkat daerah 
(kabupaten/kota). 
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